
SALINAN 

 

BUPATI BANJARNEGARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

NOMOR 6 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 
    

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

 

 
 

 

 
 



 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
dan 

BUPATI BANJARNEGARA  

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 

2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah. 

 

  4.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  5.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa   Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ); 

  7.  Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7); 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2024. 



7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 
Pasal 2 

 
(1) Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 

berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan 
perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 

berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang 

tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan 
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

 
Pasal 3 

 
APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar 
Rp.2.331.094.887.000,00 bertambah sebesar 

Rp.103.598.862.000,00 sehingga menjadi 

Rp.2.434.693.749.000,00 dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah  
1. Semula Rp.2.243.194.887.000,00  
2. Bertambah Rp.108.830.072.000,00  
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar  
Rp.2.352.024.959.000,00  

b. Belanja Daerah  
1. Semula Rp.2.298.444.887.000,00  
2. Bertambah Rp.106.248.862.000,00  
Jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar 

Rp.2.404.693.749.000,00  
c. Pembiayaan Daerah  

1. Penerimaan Pembiayaan :  
a. Semula Rp.87.900.000.000,00  
b. Berkurang Rp.5.231.210.000,00  
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

sebesar Rp.82.668.790.000,00  

2. Pengeluaran Pembiayaan  
a. Semula Rp.32.650.000.000,00  
b. Berkurang Rp.2.650.000.000,00  
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 
sebesar Rp.30.000.000.000,00  

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar 

Rp.52.668.790.000,00  
 
 
 



Pasal 4 
 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a, bersumber dari :  
a. Pendapatan Asli Daerah  

1. Semula Rp.351.419.557.000,00  
2. Bertambah Rp.27.279.971.000,00  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan 
sebesar Rp.378.699.528.000,00   

b. Pendapatan Transfer  
1. Semula Rp.1.878.798.193.000,00  
2. Bertambah Rp.85.228.896.000,00  

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan sebesar 

Rp.1.964.027.089.000,00 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  

1. Semula Rp.12.977.137.000,00  

2. Berkurang Rp.3.678.795.000,00  
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah 

perubahan sebesar Rp.9.298.342.000,00 
 

Pasal 5 

 
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a, bersumber dari:  
a. Pajak Daerah  

1. Semula Rp.82.153.600.000,00  
2. Bertambah Rp.3.825.000.000,00  
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar 

Rp.85.978.600.000,00  
b. Retribusi Daerah  

1. Semula Rp.39.455.463.000,00  
2. Bertambah Rp.146.357.222.000,00  
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar 

Rp.185.812.685.000,00  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
1. Semula Rp.21.247.184.000,00  

2. Bertambah Rp.1.674.816.000,00  

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan setelah perubahan sebesar 
Rp.22.922.000.000,00  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
1. Semula Rp.208.563.310.000,00  
2. Berkurang Rp.124.577.067.000,00  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

setelah perubahan sebesar Rp.83.986.243.000,00  
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf b, bersumber dari :  
a. Transfer Pemerintahan Pusat  

1. Semula Rp.1.725.392.343.000,00  
2. Bertambah Rp.17.387.177.000,00  
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan 

sebesar Rp.1.742.779.520.000,00  
 

 

 
 



b. Transfer Antar Daerah  
1. Semula Rp.153.405.850.000,00  

2. Bertambah Rp.67.841.719.000,00  

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan 
sebesar Rp.221.247.569.000,00  

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari 

Pendapatan Hibah :  
a. Semula Rp.12.977.137.000,00  

b. Berkurang Rp.3.678.795.000,00  

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan sejumlah 
Rp.27.353.977.000,00 

 
Pasal 6 

 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b, terdiri atas:  
a. Belanja Operasi  

1. Semula Rp.1.629.582.503.000,00  
2. Bertambah Rp.49.480.099.800,00 
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan sebesar 

Rp.1.679.062.602.800,00  
b. Belanja Modal  

1. Semula Rp.208.724.401.000,00  
2. Bertambah Rp.39.731.135.200,00  
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan sebesar 
Rp.248.455.536.200,00  

c. Belanja Tidak Terduga  
1. Semula Rp.5.000.000.000,00  
2. Bertambah Rp.4.000.000.000,00  

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 

sebesar Rp.9.000.000.000,00  
d. Belanja Transfer  

1. Semula Rp.455.137.983.000,00  
2. Bertambah Rp.13.037.627.000,00  
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan sebesar 

Rp.468.175.610.000,00  
 

Pasal 7 

 

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, terdiri atas :  
a. Belanja pegawai:  

1. Semula Rp.950.979.836.000,00  
2. Bertambah Rp.6.058.076.576,00  
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar 

Rp.957.037.912.576,00  
b. Belanja Barang dan Jasa  

1. Semula Rp.543.664.537.000,00  
2. Bertambah Rp.39.134.508.269,00  
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 

sebesar Rp.582.799.045.269,00  

 

 
 

 



c. Belanja Bunga  
1. Semula Rp.116.000.000,00  

2. Bertambah Rp. ,00  

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan sebesar 
Rp.116.000.000,00  

d. Belanja Hibah  
1. Semula Rp.129.312.930.000,00  

2. Bertambah Rp.4.259.012.955,00  
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan sebesar 

Rp.133.571.942.955,00  

e. Belanja Bantuan Sosial  
1. Semula Rp.5.509.200.000,00  
2. Bertambah Rp.28.502.000,00  
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 
sebesar Rp.5.537.702.000,00  

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b, terdiri atas:  
a. Belanja Modal Tanah  

1. Semula Rp.10.633.122.000,00  
2. Bertambah Rp.1.416.035.759,00  
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan 
sebesar Rp.12.049.157.759,00  

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
1. Semula Rp.33.601.463.000,00 
2. Bertambah Rp.52.717.622.752,00  

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah 

perubahan sebesar Rp.86.319.085.752,00  
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

1. Semula Rp.111.974.629.862,00  

2. Berkurang Rp.18.633.633.581,00  
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah 

perubahan sebesar Rp.93.340.996.281,00  
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi  

1. Semula Rp.42.662.439.000,00  
2. Bertambah Rp.3.892.685.270,00  
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

setelah perubahan sebesar Rp.46.555.124.270,00  
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  

1. Semula Rp.9.432.247.138,00  
2. Bertambah Rp.5.500.000,00  
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah 

perubahan sebesar Rp.9.437.747.138,00  
f. Belanja Modal Aset Lainnya  

1. Semula Rp.420.500.000,00  
2. Bertambah Rp.332.925.000,00  
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah 
perubahan sebesar Rp.753.425.000,00  

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf c, terdiri atas:  
a. Semula Rp.5.000.000.000,00  
b. Bertambah Rp.4.000.000.000,00  
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 

sebesar Rp.9.000.000.000,00  
 

 

 



(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d, terdiri atas:  
a. Belanja Bagi Hasil  

1. Semula Rp.16.032.437.000,00  
2. Bertambah Rp.2.292.737.000,00  
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan sebesar 

Rp.18.325.174.000,00  
b. Belanja Bantuan Keuangan  

1. Semula Rp.439.105.546.000,00  
2. Bertambah Rp.10.744.890.000,00  
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
perubahan sebesar Rp.449.850.436.000,00  

 
Pasal 8 

 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c, terdiri atas:  
a. Penerimaan Pembiayaan  

1. Semula Rp.87.900.000.000,00  
2. Bekurang Rp.5.231.210.000,00  
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar 

Rp.82.668.790.000,00  
b. Pengeluaran Pembiayaan  

1. Semula Rp.32.650.000.000,00  
2. Berkurang Rp.2.650.000.000,00  
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan 
sebesar Rp.30.000.000.000,00 

 
Pasal 9 

 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a, terdiri atas :  
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:  

1. Semula Rp.57.900.000.000,00  
2. Berkurang Rp.5.231.210.000,00  
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya setelah perubahan sebesar 
Rp.52.668.790.000,00  

b. Penerimaan Pinjaman Daerah  
1. Semula Rp.30.000.000.000,00  

2. Bertambah Rp.0,00  
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah 

perubahan sebesar Rp.30.000.000.000,00  
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b, terdiri atas :  
a. Penyertaan Modal Daerah  

1. Semula Rp.2.650.000.000,00  
2. Berkurang Rp.2.650.000.000,00  
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan 

sebesar Rp.0,00  
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  

1. Semula Rp.30.000.000.000,00  

2. Bertambah Rp.0,00  

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 
Tempo setelah perubahan sebesar 

Rp.30.000.000.000,00  



 
Pasal 10 

 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang seianjutnya 

dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Anggaran 2024.  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa;  
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau  
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik.  
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan;  
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib;  
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau  

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 
Pasal 11 

 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :  
a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan;  

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi;  

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan;  
 
 

 
d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta 

Keluaran;  



e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara;  
f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM;  
g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan 

APBD;  
h. Lampiran VIII Rincian Belanja OPD APBD perubahan 

Tahun Anggaran 2024;  

i. Lampiran IX Alokasi Belanja Program dan Kegiatan 
Perangkat Daerah;  

j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan;  
k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  

l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;  

m. Lampiran XIII Daftar Rekapituiasi Aset Tetap;  
n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;  

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;  

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.  
 

Pasal 12 
 

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.  
 

Pasal 13 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 
  Ditetapkan di Banjarnegara 

pada tanggal 13-9-2024 

 
Pj. BUPATI BANJARNEGARA 

 

Cap ttd, 
 

MUHAMAD MASROFI 

  
  

  
TELAH DITELITI OLEH PARAF 

SEKDA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
KABAG HUKUM  
JFT  

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Cap ttd 

 

INDARTO 
 

 

 
 

 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 6  
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 

PROVINSI JAWA TENGAH : (4-305/2024) 

 
Mengetahui sesuai aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 

 

 

 
 

SYAHBUDIN USMOYO, SH 

Pembina Tk. I 
NIP. 19740223 199803 1 006 


